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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Angkutan.
Penyeberangan. Lintas Antar Provinsi. Tarif.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 63 TAHUN 2013
TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor

KM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Penyeberangan telah diatur mengenai tarif
angkutan penyeberangan lintas antar provinsi yang
ditetapkan oleh Menteri;

bahwa sehubungan dengan kenaikan harga Bahan
Bakar Minyak sesuai dengan Peraturan Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis
Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen
Pengguna Tertentu serta dalam rangka menjamin
kelangsungan pelayanan angkutan penyeberangan,
perlu dilakukan penyesuaian tarif yang telah
ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi;
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Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon | Kementerian Negara, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38
Tahun 2013;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58
Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan
Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012;

6. Peraturan Menteri Perhnubungan Nomor KM. 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 26
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF
ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR PROVINSI.

Pasal 1

Angkutan penyeberangan lintas antar provinsi meliputi angkutan
penumpang dan angkutan kendaraan beserta muatannya.
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